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PERATURAN M1ENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.77/MENLHK-SETJEN /2015
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN AREAL YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi kebakaran hutan yang luar biasa
tahun 2015 dan tersebar di seluruh Indonesia serta
menyebabkan rusaknya ekosistem gambut dan hutan;

b. bahwa gambut merupakan ekosistem rentan dan telah
mengalami kerusakan akibat kebakaran sehingga harus
dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan
pengelolaan;

c. bahwa untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut dan
hutan di areal yang terbakar perlu dikelola secara
khusus penanganan atas areal izin yang terbakar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Areal yang
Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

pada Hutan Produksi;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
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Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015 tentang . Penggantian Beberapa Menteri Negara
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
I1/2008 tentang Tata Cara Pengenaan  Sanksi
Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Nomor P.103/Menhut-11/2014 tentang Rencana

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
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Menetapkan :

Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menhut-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN AREAL
YANG TERBAKAR DALAM IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

2. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan
tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi
pokoknya.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan
Produksi adalah Izin usaha yang sebelumnya disebut,
antara lain [UPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE.

4. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara
alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak
sempurna dan terakumulasi pada rawa.

5. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang
merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling
mempengaruhi dalam membentuk  keseimbangan,

stabilitas, dan produktifitasnya.
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6. Pengamanan Areal adalah kegiatan pengamanan fisik di
lingkungan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi
kegiatan detasering dan patroli.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

8. Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2
Pemerintah mengambilalih areal yang terbakar dalam areal
izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari pemegang izin usaha

pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 3
Lokasi areal yang terbakar pada areal izin usaha pemanfaatan
hasil hutan yang diambilalih oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dalam Peta Areal yang
Terbakar.

BAB II
TATA CARA PENGAMBILALIHAN AREAL YANG TERBAKAR

Bagian Kesatu

Berita Acara Penyerahan Areal Terbakar

Pasal 4
(1) Pemerintah melakukan identifikasi areal terbakar pada
areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
(2) Pemegang izin melakukan penyerahan areal terbakar
dengan Berita Acara kepada Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



